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MATINYA KEPAKARAN,
LAHIRNYA INFLUENCER-AKTIVIS?

O
Il

Pakar makin diabaikan: Opini vs Data: Aktivisme jadi personalitas: . Risiko: diskusi publik
suara akademisi kalah gaung algoritma platform lebih fokus pada “siapa yang bicara” dangkal, mudah digiring
dibanding influencer. mengangkat konten yang viral, ketimbang “apa yang narasi populer.

bukan yang valid. dibicarakan.”
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ARENA WACANA e
(DISCOURSE ANALYSIS)

Kebijakan = Kontestasi Makna

KEBIJAKAN SEBAGAI rE @
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Fokus bukan hanya hasil: Perhatikan proses : Analisis membantu:
bukan cuma soal rekomendasi siapa ngomong, narasi apa yang dipakai, bongkar framing & posisi kuasa
diterima. siapa yang menang/terpinggirkan. di balik kebijakan.



POWER WORKS
SIDEWAYS TOO0........
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Tidak cuma top-down - relasi kuasa juga Era digital - influencer & komunitas online jadi
bergerak secara horizontaal antaraktor: media, aktor baru.
influencer, komunitas.

PERTANYAANNYA:SIAPA YANG MENDOMINASI
WACANA, DAN SIAPA YANG DI-SILENCE?



REKOMENDASI LRSI

1.Kementerian Digital dan Komunikasi bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat membentuk panja
revisi UU ITE, khususnya ketentuan soal pasal pencemaran nama baik, agar hanya korban individu
yang dapat mengajukan laporan, sesuai putusan MK No. 105/PUU-XXI1/2024. Hal ini diharapkan dapat
mengurangi potensi penyalahgunaan pasal pencemaran nama baik untuk membungkam kritik dan
memperkuat perlindungan kebebasan berekspresi.

2.Kementerian Pemuda dan Olahraga menyederhanakan persyaratan administratif untuk program
bantuan wirausaha dan hibah kepemudaan, termasuk digitalisasi pendaftaran dan penghapusan
syarat yang tidak relevan (misalnya, syarat legalisasi institusi, surat keterangan tertentu yang sulit
diakses di daerah dll).

3.0rganisasi masyarakat sipil memperkuat strategi komunikasi berbasis riset audiens, menggunakan
bahasa yang mudah diterima kelompok muda dan memanfaatkan kolaborasi dengan influencer hanya
untuk raising awareness, sementara advokasi tetap dilakukan berbasis data dan evidence.
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